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PENGANTAR PENULIS

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju melahirkan 
berbagai inovasi sebagai hasil kekayaan intelektual manusia. Di sisi 
lain, transformasi digital menghadirkan beberapa risiko. Akibatnya, 
peran, fungsi, dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di era 
digital, menjadi sangat penting dan tidak dapat dinafikan. Di era digital, 
perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan 
hukum yang kompleks. Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti 
perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa 
peraturan kekayaan intelektual juga semakin berkembang. Akibatnya, 
pembicaraan tentang kekayaan intelektual dewasa ini, tidak hanya 
didominasi oleh akademisi, melainkan juga dari kalangan nonakademisi.

Perlindungan kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang 
memberikan perlindungan atas hak yang timbul kekayaan intelektual 
seseorang. Artinya, “hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan 
sebagai hak hukum (perlindungan) yang diberikan kepada penemu atau 
pencipta untuk melindungi penemuan atau ciptaannya untuk jangka 
waktu tertentu”. Keberadaan referensi tentang kekayaan intelektual 
sudah banyak ditemukan, namun buku ini disertai dengan kajian 
relevansi perlindungan kekayaan intelektual dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah, serta kajian kekayaan intelektual di era digital yang 
masih belum banyak ditemui. Melalui buku ini, Penulis mencoba untuk 
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membuat satu kajian yang berbeda, sehingga diharapkan kehadiran 
buku ini bisa memberikan pemahaman baru terhadap kajian kekayaan 
intelektual yang sudah ada.

Penulisan buku ini didasarkan analisis data sekunder atau data yang 
diperoleh secara tidak langsung. Data ini berupa peraturan perundang-
undangan terkait kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian 
terdahulu, serta kajian kekayaan intelektual lainnya. Artinya, penulisan 
buku ini menggunakan metode analisis kualitatif. Harapannya, dengan 
adanya buku ini pembaca mampu memahami perlindungan kekayaan 
intelektual di Indonesia.

Penulisan buku ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Muhammad Deovan Reondy Putra yang membantu dalam penulisan 
buku ini. Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda, tentunya 
dalam penyusunan materi buku masih sangat sederhana. Penulis 
berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan Penulis untuk 
disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian Penulis 
sebagai dosen muda, bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi 
pembaca, baik akademisi dan nonakademisi. 

Guna kesempurnaan buku ini, Penulis akan menerima segala 
kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan 
kontribusi bagi perkembangan kajian perlindungan kekayaan intelektual 
dan menambah kepustakaan ilmu hukum, khususnya dalam bidang 
kekayaan intelektual di Indonesia.

         Batam, Januari 2023

         Penulis
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1

A. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan di berbagai macam masyarakat dan di peradaban manusia, 
pada umumnya akan terus terjadi, seiring dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan. Perkembangan ini berasal dari kreasi dan inovasi yang 
merupakan buah pemikiran manusia, yang harus dihargai dan dilindungi 
oleh hukum. Sebagai salah satu klasifikasi hukum yang sarat akan istilah 
teknis, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana konseptualisasi 
‘hak kekayaan intelektual’ secara konkret, agar terbentuk konstruksi 
hukum yang solid. Dari terminologi hak kekayaan intelektual, terdapat 
dua (2) unsur yang dapat dijabarkan, yakni Kekayaan Intelektual dan 
Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan istilah 
universal yang memayungi berbagai bentuk hasil kreativitas yang berasal 
dari pemikiran manusia. Istilah ini perlu dijelaskan terlebih dahulu 
karena merupakan unsur utama penyusun konstruksi hukum dari 
‘hak kekayaan intelektual’. Definisi kekayaan intelektual secara singkat 
dan jelas, dijelaskan oleh World Intellectual Property Organization 
(WIPO)1“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind, such as 

1World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah organisasi 
internasional di bawah naungan PBB yang mengatur dan mengumpulkan sumber-

1
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inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images 
used in commerce”.2 (Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi pikiran, 
seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan 
gambar yang digunakan dalam perdagangan). Terminologi ini kemudian 
dikaitkan dengan ‘hak’. Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikan hak, 
yakni “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 
semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan 
tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat 
dituntut secara paksa olehnya”.

Berdasarkan kedua definisi ini, dapat diasumsikan bahwa 
konseptualisasi dari terminologi hak kekayaan intelektual berfokus 
kepada ‘kuasa’, yang pada hakikatnya hanya bisa dilindungi secara 
efektif oleh hukum, karena kemampuan hukum untuk mengingat 
masyarakat. Salah satu unsur esensial yang menyusun konstruksi makna 
‘kekayaan intelektual’ adalah kekayaan, yang pada dasarnya tidak bisa 
dipisahkan dengan unsur kuasa dalam konstruksi makna ‘hak’. Maka 
dari itu, kekayaan intelektual tidak bisa lepas dari hak dan segala 
bentuk konsekuensi yang timbul dari padanya. Berdasarkan konstruksi-
konstruksi makna ini, hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan 
sebagai hak hukum (perlindungan) yang diberikan kepada penemu atau 
pencipta untuk melindungi penemuan atau ciptaannya untuk jangka 
waktu tertentu.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual, pertama kali diterjemahkan 
menjadi ‘hak milik intelektual’, kemudian menjadi ‘hak milik atas 
kekayaan intelektual’. Istilah yang umum dan lazim dipakai saat itu 
adalah ‘Hak Kekayaan Intelektual (HKI)’. Hal ini sejalan dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 
24/M/PAN/1/2000 istilah ‘Hak Kekayaan Intelektual’ (tanpa ‘Atas’) 
dapat disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HaKI’ telah resmi dipakai. Jadi, 
bukan lagi ‘Hak atas Kekayaan Intelektual’ (dengan ‘Atas’). Surat 

sumber hukum dan data-data yang diperlukan dalam berbagai macam upaya 
penerapan Hukum Kekayaan Intelektual di ranah internasional.

2World Intellectual Property Organization (WIPO), “What is Intellectual 
Property?”, online: <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.



Bab 1 ---  Pengantar Hak Kekayaan Intelektual 3

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari 
pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 
1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat 
Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat 
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI), kemudian 
berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI 
berubah menjadi Ditjen HKI. Alasan diadakannya perubahan istilah 
HaKI menjadi HKI adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah 
Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam ‘atas’ 
atau ‘dari’, terutama untuk istilah. Contohnya istilah ‘Polisi Perairan’, 
kita tidak perlu menulisnya dengan ‘Polisi untuk Perairan’, atau ‘Polisi 
Wanita’ tidak perlu disebut dengan ‘Polisi untuk/dari Kaum Wanita’. 

Saat ini, HKI telah diubah menjadi KI sebagaimana Peraturan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 tentang 
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres 
tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di 
lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Sebagai contoh, di 
berbagai Negara tidak menggunakan kata ‘Hak’ atau ‘Right’ misalnya 
KIPO, Korean Intellectual Property Office, Singapore Intellectual 
Property Office, di China dengan sebutan State Intellectual Property 
Office. Sementara itu, di Malaysia bernama MIPO untuk Malaysian 
Intellectual Property Office.3

B. Hak Kebendaan, Hak Moral, dan Hak Ekonomi

Selain konstruksi makna yang didapat dari unsur ‘hak’, istilah ‘kekayaan’ 
juga merupakan bagian penting dari konseptualisasi hak kekayaan 
intelektual. Hak kekayaan intelektual juga merupakan salah satu bentuk 
kekayaan atau property. Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu 
bentuk kekayaan atau aset, karena karya-karya yang dihasilkan dari 
pemikiran atau kecerdasan manusia, mempunyai nilai atau manfaat 
ekonomi tertentu bagi berbagai macam aspek kehidupan manusia, dan 
pada hakikatnya dapat dikomersialkan. Karya-karya yang dilahirkan atau 
dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia, baik melalui curahan 

3Acemark, “Alasan Perubahan istilah HKI menjadi KI serta sejarahnya”, 
(2019), online: <http://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=124>.
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tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa, serta karsanya sudah sewajarnya 
diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan 
hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan 
intelektual. Sebagai manifestasi dari hak kekayaan intelektual sebagai 
suatu bentuk kekayaan atau aset, timbul tiga (3) hak yang mengatur 
pemanfaatan suatu hak kekayaan intelektual, yakni Hak Kebendaan, 
Hak Moral, dan Hak Ekonomi.

Kesatu, Hak Kebendaan. Sebelum menjelaskan pengertian hak 
kebendaan, layaknya dalam penjelasan hak kekayaan intelektual 
sebelumnya, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu konstruksi makna 
yang membentuk istilah ‘benda’. Pengertian yang paling luas perkataan 
benda adalah segala suatu yang dapat menjadi hak seseorang. Karena 
berkaitan langsung dengan hak, benda menjadi salah satu objek dalam 
hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, 
yakni sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang 
dimaksud kekayaan seorang. Pengertian sempit ini tentunya tidak 
dapat digunakan, khususnya dalam konteks perkembangan zaman 
yang sudah dipenuhi dengan berbagai benda yang tidak berbentuk 
(intangible). Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, 
benda itu meliputi barang–barang yang tak dapat dilihat, yakni hak-
hak, misalnya hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang 
dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan 
penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian, selain berarti 
penghasilannya sendiri dari suatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk 
memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau 
bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam ini yang oleh undang-
undang dinamakan ‘burgerlijke vruchten’ sebagai lawan dari ‘natuurlijke 
vrechten’. Contohnya dalam bahasan ini, hak kekayaan intelektual, yang 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan sebuah bentuk 
kekayaan (merupakan hak seseorang).

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak 
yang dilawankan dengan hak yang nisbi, keduanya adalah bagian dari 
hak perdata.4 Hak perdata secara teoretis dirinci menjadi 2, yakni 
Pertama, Hak mutlak atau hak absolut terdiri atas 1) Hak kepribadian, 

4Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, 1st ed 
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981).
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misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan; 2) Hak yang timbul 
dalam hukum keluarga adalah hak yang timbul karena adanya hubungan 
antara suami istri, hubungan antara orang dan anak; dan 3) Hak mutlak 
atas suatu benda, ini yang disebut sebagai hak kebendaan. Kedua, Hak 
nisbi (hak relatif atau hak persoonlijk), yakni semua hak yang timbul 
karena adanya hubungan perutangan yang hanya dapat dipertahankan 
untuk sementara orang-orang tertentu saja. Pasal 499 KUHPerdata 
menyebutkan “menurut undang-undang, barang adalah tiap benda 
dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Benda akan 
selalu dikaitkan dengan nilai, dan nilai yang dapat diperoleh tersebut 
dikonstruksikan juga secara hukum oleh KUHPerdata, melalui Pasal 500 
yang menyebutkan “segala suatu yang termasuk dalam suatu barang 
karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, 
maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, 
atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu”. 

Kedua pasal inilah yang menjadi dasar utama hak kebendaan dalam 
sistem hukum Indonesia. Namun sayangnya, benda yang dimaksud oleh 
KUHPerdata melalui kedua pasal ini secara eksplisit hanya mengatur 
mengenai benda yang berwujud dan tidak menjelaskan mengenai 
benda yang tidak berwujud. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, 
benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik 
itu sendiri). Penafsiran ini ditarik dari nilai yang dapat diperoleh dari 
pemanfaatan hak tersebut.5 Hal inilah yang mendasari konseptualisasi 
hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual.

Kedua, Hak Moral. Secara umum, hak moral mencakup hak agar 
ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk 
diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak moral adalah hak yang 
melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang 
tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta 
atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah 
pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya Hak 
Cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.6 

5Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (Bandung: PT. 
Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1984).

6Konseptualisasi hak moral dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya digunakan hanya untuk pengaturan 
mengenai Hak Kekayaan Inteektual dalam bentuk Hak Cipta, namun secara teoritis 
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Hak moral mengacu kepada kepentingan pencipta, sebagai sumber awal 
suatu hak kekayaan intelektual. 

Ketiga, Hak Ekonomi. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi 
dikonstruksikan secara hukum untuk melindungi kepentingan 
pemegang suatu hak kekayaan intelektual. Konteks dari hal ini, kembali 
kepada konseptualisasi hak kebendaan, yang menjelaskan bahwa Hak 
Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan atau aset, 
yang seperti berbagai bentuk aset lainnya, dapat dialihkan hak atasnya. 
Konstruksi hukum utama dari hak ekonomi, terletak pada manfaat 
ekonomi. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana Pencipta atau Pemegang 
hak kekayaan intelektual dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari hak 
kekayaan intelektual tersebut. Hak ekonomi menggunakan sistem 
monopoli, di mana hanya Pencipta atau Pemegang Kekayaan Intelektual 
memiliki kendali atas manfaat ekonomi yang dimiliki oleh kekayaan 
intelektual tersebut. Insentif yang diberikan kepada pemegang hak 
dalam bentuk monopoli dimaksudkan untuk menjamin agar penghasil 
karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari 
kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Monopoli 
untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual 
memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan 
keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan 
dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan 
yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan 
intelektual selanjutnya yang lebih baik.

C. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hukum kekayaan intelektual, layaknya hukum lainnya, memiliki 
prinsip-prinsip dalam pengaturan dan penegakannya. Berdasarkan 
TRIPs Agreement, terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan hukum 
kekayaan intelektual di ranah internasional. Hal ini dijelaskan dalam 
PART I General Provisions and Basic Principles Article 8 disebutkan bahwa 

hal ini sudah sesuai dengan konstruksi makna Hak Kekayaan Intelektual pada 
umumnya. Sumber hukum ini digunakan karena Indonesia tidak memiliki produk 
hukum yang memayungi konseptualisasi dan konstruksi hukum hak kekayaan 
intelektual secara umum.
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segala pengaturan yang didasarkan kepada TRIPs Agreement harus 
mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.7 Oleh karena 
ini, berbagai prinsip yang digunakan untuk menyusun pengaturan, serta 
penegakan hukum ini adalah prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual:8 
Kesatu, Prinsip Ekonomi. Prinsip atau asas ekonomi adalah hak 
intelektual yang diperoleh dari kegiatan kreatif suatu kemauan 
pikiran manusia yang diungkapkan dalam berbagai bentuk yang akan 
memberikan manfaat bagi pemiliknya yang bersangkutan. Hak milik 
intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif 
suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 
khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat, 
serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah 
bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang 
menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya 
di dalam masyarakat; Kedua, Prinsip Keadilan. Asas keadilan adalah 
dalam menciptakan suatu karya atau orang yang berkarya menghasilkan 
suatu hasil kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang akan mendapat perlindungan pada pemiliknya. Artinya, 
pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan 
hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. 
Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti 
adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya; 
Ketiga, Prinsip Budaya. Asas kebudayaan adalah pengembangan 
ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan 
manusia. Artinya, kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu 
pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup yang harus 
menghasilkan lebih banyak karya lagi; dan Keempat, Prinsip Sosial. 
Asas sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), 
bahwa hak-hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu 
merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan 
keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, Hukum 
tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri 

7Pasal 9 TRIPs Agreement.
8Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan 

Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa), (Malang: Setara Press, 2015); Budi Agus 
Riswandi & Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004).
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sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur 
kepentingan manusia sebagai masyarakat.

Setiap karya yang lahir dari pemikiran cemerlang yang bermanfaat 
bagi manusia perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, diperlukan sistem 
hak kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil karya. 
Selain itu, sistem hak kekayaan intelektual mendukung terciptanya 
sistem dokumentasi yang baik untuk segala bentuk kreativitas manusia, 
sehingga kemungkinan untuk menghasilkan teknologi yang sama 
atau karya lain dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan 
dokumentasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya 
secara maksimal untuk kebutuhan hidupnya atau mengembangkannya 
lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Kini 
masyarakat dalam mengajukan permohonan tidak mengalami kesulitan 
karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI)9 telah banyak melakukan sosialisasi, baik melalui media 
maupun forum yang telah dibentuk. Dengan demikian, akhirnya bagi 

9Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah unsur pelaksana 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, 
penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, 
penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja 
sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan 
intelektual; (2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan 
hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan 
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran 
kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi 
informasi di bidang kekayaan intelektual; (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian 
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian 
sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi 
kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; 
(4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan (5) 
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Lihat 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Struktur Organisasi”, (2022), online: 
<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-
kekayaan-intelektual>.



Bab 1 ---  Pengantar Hak Kekayaan Intelektual 9

pemilik hak tidak perlu khawatir akan kerugian yang ditimbulkan oleh 
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan 
kepopuleran merek suatu produk tertentu.
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